
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

Nomor  4 Tahun 2007

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR  8  TAHUN  2007

TENTANG

KEDUDUKAN  PROTOKOLER  DAN  KEUANGAN  PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA  TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  maka  Peraturan  Daerah  Kota 
Tangerang  Nomor  13  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Protokoler 
dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
Daerah  Kota  Tangerang  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  9  Tahun  2005,  sudah 
tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada 
huruf  a  diatas,  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1987  Nomor  43,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1993  tentang  Pembentukan 
Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Tangerang  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1993  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Propinsi  Banten  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 
Nomor  92,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4310);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas 
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 
Keprotokolan  Mengenai  Tata  Tempat,  Tata  Upacara  dan  Tata 
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3432);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  Sebagai  Daerah  Otonom 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
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Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali  diubah 
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan 
Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  47, 
Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15.Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman 
Penyusunan  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

16.Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan, 
Pengundangan,  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan
WALIKOTA TANGERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  KEDUDUKAN  PROTOKOLER  DAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  DPRD  Kota 

Tangerang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota 

Tangerang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tangerang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
8. Sekretaris  DPRD  adalah  Pejabat  Perangkat  Daerah  yang 

memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler  adalah  kedudukan yang diberikan kepada 

seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata 
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
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10.Protokoler  adalah  serangkaian  aturan  dalam  acara  kenegaraan 
atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata 
upacara  dan  tata  penghormatan  sehubungan  dengan 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau 
kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

11.Acara  resmi  adalah  acara  yang  bersifat  resmi  yang  diatur  dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan 
Daerah,  dalam melaksanakan tugas  dan fungsi  tertentu,  dihadiri 
oleh  pejabat  negara,  pejabat  pemerintah,  pejabat  Pemerintah 
Daerah serta undangan lainnya.

12.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam 
acara kenegaraan dan acara resmi.

13.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat 
negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh 
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

14.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian 
hormat  bagi  pejabat  negara,  pejabat  pemerintah,  pejabat 
Pemerintah  Daerah  dan  tokoh  masyarakat  tertentu  dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi.

15.Uang  Representasi  adalah  uang  yang  diberikan  setiap  bulan 
kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  sehubungan  dengan 
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

16.Uang  Paket  adalah  uang  yang  diberikan  setiap  bulan  kepada 
Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  dalam  menghadiri  dan  mengikuti 
rapat-rapat dinas.

17.Tunjangan  Jabatan  adalah  uang  yang  diberikan  setiap  bulan 
kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  karena  kedudukannya 
sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

18.Tunjangan  Alat  Kelengkapan  DPRD  adalah  tunjangan  yang 
diberikan  setiap  bulan  kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 
sehubungan  dengan  kedudukannya  sebagai  ketua  atau  wakil 
ketua,  atau  sekretaris,  atau  anggota  panitia  musyawarah,  atau 
komisi,  atau  badan  kehormatan,  atau  panitia  musyawarah,  atau 
kelengkapan lainnya.

19.Alat  Kelengkapan  Lain  adalah  alat  kelengkapan  DPRD  yang 
diperlukan,  dan  bersifat  tidak  tetap  berupa  Panitia  Khusus yang 
dibentuk  dengan  Keputusan  DPRD  atas  usul  dan  pendapat 
anggota  DPRD  setelah  mendengar  pertimbangan  Panitia 
Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.

20.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka  mendorong  peningkatan  kinerja  Pimpinan  dan  Anggota 
DPRD.

21.Belanja  Penunjang  Operasional  Pimpinan  adalah  dana  yang 
disediakan  bagi  Pimpinan  DPRD setiap  bulan  untuk  menunjang 
kegiatan  operasional  yang  berkaitan  dengan  representasi, 
pelayanan,  dan  kebutuhan  lain  guna  melancarkan  pelaksanaan 
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

22.Tunjangan  Kesejahteraan  adalah  tunjangan  yang  disediakan 
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan 
Pimpinan DPRD dan perlengkapannya,  kendaraan dinas jabatan 
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Pimpinan  DPRD,  serta  rumah  dinas  bagi  anggota  DPRD  dan 
perlengkapannya.

23.Uang  Jasa  Pengabdian  adalah  uang  yang  diberikan  kepada 
Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  atas  jasa  pengabdiannya  setelah 
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

24.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  selanjutnya  disebut 
APBD adalah APBD Kota Tangerang.

25.Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi 
tugas  tertentu  dibidangnya sesuai  dengan peraturan  perundang-
undangan.

26.Pejabat  Pemerintah Daerah adalah pejabat  daerah otonom yang 
diberi  tugas  tertentu  dibidangnya  sesuai  dengan  peraturan 
perundang-undangan.

27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga 
Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal  2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler 
dalam Acara Resmi.

(2) Acara  Resmi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal  ini, 
meliputi :
a. Acara  Resmi  Pemerintah  yang  diselenggarakan  di  Daerah, 

antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
2. Peresmian Proyek Nasional;
3. Pekan Olahraga Nasional;
4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial, Politik, dan 

Kemasyarakatan;
5. Seminar-seminar/Rapat kerja.

b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat 
Pemerintah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
2. Penerimaan  kunjungan  kerja  Presiden/Wakil  Presiden/ 

Menteri/Pejabat Negara lainnya;
3. Penerimaan Tamu Peresmian Proyek Nasional;

4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
5. Peresmian Proyek Daerah;
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